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%-;% KEMENTERIAN KEUANGAN
Ced]  REPUBLIK INDONESIA

Program Kebijakan Fiskal (1/2)

1 Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak 1 Rekomendasi Kebijakan 750.000 BKF
Minimum Global) (PN)

2  Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN) 1 Rekomendasi Kebijakan 600.000  BKF

3 Kajian Penguatan Peran APBN dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah 1 Rekomendasi Kebijakan 1.100.000 BKF
SDA Dalam Negeri (PN)

4  Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN) 1 Rekomendasi Kebijakan 1.500.000 BKF

5 Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Aksesi Indonesia pada 1 Rekomendasi Kebijakan 1.200.000 BKF
OECD (PN)

6  Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar 1 RPP 520.000 DJPPR
Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)

7  Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai Growth Driver Baru 1 Rekomendasi Kebijakan 507.420 BKF
untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)

8 Rekomendasi Kebijakan Implementasi Pengelolaan Dana Pooling Fund 1 Rekomendasi Kebijakan 100.000 BKF
Bencana (PU)

9  Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi 3 dokumen 375.363 DJPPR
(PU)

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025



REPUBLIK INDONESIA

Program Kebijakan Fiskal (2/2)

9  Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU) 8 Rekomendasi Kebijakan 1.969.784 DJBC
10 Rekomendasi Kebijakan Free Trade Agreement melalui Verification Visit 3 Rekomendasi Kebijakan 1.389.352 DJBC
11 E(PeLl?etuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU) 3 Forum 3.197.774 DJBC
12 Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU) 1 Rekomendasi Kebijakan 294.094 DJPK
13 ALCO Regional (PU) 1 Rekomendasi Kebijakan 280.730 DJPK
14 Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU) 3 Rekomendasi Kebijakan 920.408 DJPK
15 KEM PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional 1 Rekomendasi Kebijakan 317.000 DJPK

(PU)

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN

Output/Target

Anggaran
(Ribuan Rp) *

UIC

1 Promosi Ekspor UMKM (PN) 100 UMKM 373.480 DJBC

2 Joint Task Force On Narcotics (PN) 3 Operasi 1.628.175 DJBC

3 Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN) 1 Operasi 1.141.738  DJBC

4  Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN) 1 Rekomendasi Kebijakan 880.000 DJBC

5 Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU) 1 Rekomendasi 236.280 DJBC

6 Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan 1 Rekomendasi 364.667 DJBC
Terintegrasi (PU)

7  Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek 1 Rekomendasi 966.000 DJBC
Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)

8  Joint Program Penerimaan (PU) 3 Rekomendasi Kebijakan 1.134.341 DJA

9  Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak 1 Rekomendasi Kebijakan 151.650  DJA
dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas) (PU)

10  Rekomendasi Pengawasan PNBP (PU) 2 Rekomendasi 748.557  DJA

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025
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Program Pengelolaan Penerimaan Negara (2/2)

Nama RO Output/Target (R»;\br:‘gag:ts:) .

11 Diseminasi/Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Baru Penerimaan Negara 650 orang 908.709  DJA
Bukan Pajak (PNBP) (PU)

12  Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum (PU) 2 Perjanjian 1.158.924  DJP

13 Laporan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara (PU) 12 Laporan 1.029.332 DJP

14 Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Tindak 15 Laporan 1.023.330 DJP
Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (PU)

15 Laporan Kerja sama penyidikan tindak pidana perpajakan dan TPPU lintas 3 Laporan 1.569.290 DJP
negara (PU)

16 Rekomendasi kebijakan penggalian potensi Perpajakan melalui Analisis 1 Rekomendasi Kebijakan 800.000 DJP

Input Output (PU)

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025
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Program Pengelolaan Belanja Negara

1 Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN) 1 Kajian 537.049 DJA
2  Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN) 1.150 Orang 1.778.055 DJPK
3 Bimtek BUMDes (PN) 2.000 Desa 2.386.626  DJPK
4  Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN) 2 Rekomendasi 1.018.432 DJPK
5  Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN) 1 Dokumen 327.187 DJPK
6  Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU) 300 Orang 260.568 DJPK
7  Bimtek Transfer ke Daerah (PU) 11.500 Orang 11.556.580 DJPK
8  Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU) 1 Rekomendasi 544.404 DJPK
9  Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU) 1 Rekomendasi 114.640 DJPK
10  Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU) 1 Rekomendasi 134.490 DJPK

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025



Anggaran

Output/Target (Ribuan Rp) * uIC

1  Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit 1 Dokumen 887.895 DJPPR
Rating) Indonesia (PN)

2 Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka 1 Rekomendasi Kebijakan 400.000 DJPPR
Pendanaan/Pembiayaan |bu Kota Nusantara (PN)

3 Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN) 2 Rekomendasi 206.619 DJPPR

4  Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan 2 Laporan 260.438 DJPPR
Pemerintah (PN)

5 Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy 2 Rekomendasi 395.013 DJPPR
Transition Mechanism (ETM) (PN)

6 Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah 1 Rekomendasi Kebijakan 1.226.055 DJPPR
dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)

7 Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial - Social Fund Linked Sukuk (PN) 1 Dokumen 1.098.384 DJPPR

8 Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui 1 Dokumen 386.628 DJPPR
Platform KPBU 4.0 (PU)

9 Penyiapan dan Pengembangan Transaksi dalam rangka Percepatan 1 Dokumen 949.754 DJPPR

Investasi Infrastruktur melalui Pembiayaan Kreatif (PU)

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025



Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (2

Anggaran

Nama RO Output/Target uIC

(Ribuan Rp) *

10 Pemanfaatan Imbal Hasil Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagai 1 Dokumen 295.175 DJPPR
Sumber Dana Lainnya Untuk Akumulasi Dana Cadangan Penjaminan
Pemerintah (PU)

11 Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Financing 1 Rekomendasi Kebijakan 459.430 DJPPR
Roadmap) 2025-2029 (PU)

12 Penyusunan Model/Framework Analisis Kesinambungan Daya Serap Pasar 1 Rekomendasi Kebijakan 217.355 DJPPR
SBN Domestik (PU)

13 Penyusunan SDG Bond Allocation and Impact Report (PU). 1 Dokumen 612.572 DJPPR

14  Evaluasi dan Pengembangan Pricing Model SBSN (PU) 1 Dokumen 219.900 DJPPR

15 Kajian Dampak Sosial Ekonomi Hasil Pembangunan Proyek SBSN (PU) 2 Kajian 241.551 DJPPR

16  Profiling Donor dan Pemetaan Sebaran Proyek yang Dibiayai Hibah (PU) 1 Dokumen 861.983 DJPPR

17 Modernisasi Proses Bisnis dan Sistem Informasi Dalam Rangka 1 Sistem Informasi 744.780 DJPPR
Transformasi Layanan Setelmen Pembiayaan (PU)

18 Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian 100.000 Dokumen 95.710 DJPB
Negara/Lembaga (PN)

19 Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat 5 Laporan 1.454.650 DJPB

Investasi Pemerintah (PN)
*: mengacu Anggaran di Sakti 2025




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (3)

Anggaran
Output/Target (Ribuan Rp) * uIC
20 Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset diJakarta Dalam 1 Rekomendasi Kebijakan 1.171.615 DJKN
RangkaPemindahan Ibu Kota (PN)
21 Rekomendasi BMN BerupaTanah yang Disertipikatkan (PN) 27090 Rekomendasi 3.195.748 DJKN
22 Rekomendasi PenguatanPengelolaan Sumber Daya Alam (PN) 5 Rekomendasi Kebijakan 1.509.195 DJKN
24 Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi 1 Rekomendasi Kebijakan 706.278  DJKN
Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)
25 Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal 4 Rekomendasi 96.508 DJKN
Negara dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah pada BUMN/Lembaga
(PU)
26 Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah 2 Rekomendasi 169.609  DJKN
(PU)
27 Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU) 1 Kajian 270.579  DJKN
28 Peta Tematik BMN (PU) 1 Laporan 525.210  DJKN
29 RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara (PU) 1 RUU 415.864 DJKN

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Program Dukungan Manajemen (1/3)

Output/Target

Anggaran

UIC

(Ribuan Rp) *

1 E-Learning Empowering Leadership for Workplace Well-being PU) 12.000 orang 800.242 BPPK
Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Kepala Daerah (PU) 342 Orang 3.009.004 BPPK
3 Pelatihan Jabatan Fungsional (JF) Keuangan Negara Bidang Perpajakan 13.717 Orang 7.519.361 BPPK
4 (TI:;Jig?ing of Trainers Pengelola Pajak Daerah (PU) 228 Orang 1.979.516  BPPK
5 Pelatihan Global Security: Green Customs (PU) 60 Orang 795.960 BPPK
6 Pelatihan Aplikasi SIMAN V2 bagi Pengguna Barang (PU) 859 Orang 1.771.291  BPPK
7  Workshop Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia 35 Orang 1.515.641  BPPK
Pacific Public Policymakers (PU)
8 Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN) 1 Rekomendasi Kebijakan 2.144.400  Setjen
9 Beasiswa Dokter Spesialis (PN) 1.000 Orang 5.070.968  Setjen
10 Beasiswa Afirmasi (PN) 1.000 Orang 8.445.968  Setjen
11 Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU) 1 Sistem Informasi 5.331.840  Setjen

*. mengacu Anggaran di Sakti 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Program Dukungan Manajemen (2/3)

Anggaran
Output/Target (Ribuan Rp) *
12  Sistem Informasi Property Nasional (PU) 1 Modul Aplikasi 3.824.574  Setjen
13 Laporan Pengembangan Audit Algorithm (PU) 1 Laporan 1.184.506 lItjen
14 Laporan Pengembangan Pengawasan Keamanan Informasi Sistem 1 Laporan 1.606.676 Itjen
Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Tiga Lini (PU)
15 Laporan Kegiatan Intelijen dan Surveillance (PU) 1 Laporan 392.500 Itjen
16 Implementasi Pengawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Kementerian 1 Rekomendasi 845.672  ltjen
Keuangan (PU)
17 Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN) 1.000.000 Kilo Liter 4.237.475.600 DJPB
18 Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN) 1.470.000 Usaha Mikro 31.714.218  DJPB
19 Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU) 1 Sistem Informasi 378.004 DJPB
20 Sistem INSW Gen Il 1 Sistem Informasi 2.500.000 LNSW

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025
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Program Dukungan Manajemen (3/3)

Nama RO

Output/Target

Anggaran
(Ribuan Rp) *

UIC

21 CEISA 4.0: Driving Digital Transformation (PU) 1 Sistem Informasi 277.080.857 DJBC
22 Core Tax System (PN) 5 Sistem Informasi 201.742.527 DJP
23 Pengembangan e-Audit DJP dan Pengelolaan e-Auditor (PU) 1300 Orang 878.345  DJP
24 Sistem Penanganan Pelanggaran Bidang Penerimaan negara dalam rangka 1 Sistem Informasi 1.200.000 DJP
Penegakan Hukum (PU)
25 Asset Recovery Management System Fase Il (PU) 1 Sistem Informasi 1.000.000 DJP
26  Sistem INSW Generasi Il (PN) 1 Sistem Informasi 2.500.000 LNSW
27 Data Keuangan Daerah (PU) 132 Data 1.753.856  DJPK
28 Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU) 1 Sistem Informasi 5.481.794 DJPK
29 Aplikasi Sistem InformasiManajemen Piutang Negara (SIMPaN) (PN) 1 Modul Aplikasi 2.577.030 DJKN
30 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 (PN) 1 Modul Aplikasi 4.169.160 DJKN
31 Aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN) 1 Modul Aplikasi 886.518 DJKN
32 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha 1 Unit 600.000 DJKN

BerdampakPenting pada Lingkungan (PN)

*: mengacu Anggaran di Sakti 2025
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